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Abstract: Qowaid Fighiyyah adalah suatu ilmn kaidah yang memiliki banyak nrgensi,diantaranya
adalah memahami mana teks yang umum dan mana teks yang khusus,selain itu Qowaid fighiyyah
adalah suatn kaidah untuk mengatasi problematika dalam suatn keadaan,maupun itn bidang Ibadah
ataupun  muamalab,sperti dalam pembabasan kali ini bagaimana suwatu mnamalab/jual beli
makanan yang harus memiliki produk sertifikasi halal,apakab relevan atan tidak,atan relevan atan
tidaknya dinkur dengan bagaimana keadaan suatu permasalaban yang sehingga memiliki istinbath
bukum yang berbeda. Tentu selain di dukung dengan suatu keadaan bal ini barus di sesuaikan
dengan Al Quran dan Hadist,sebagai sumber utama hukum islam,bagaimana realisasi antara suatn
kaidah dengan sumber utama hukum islam,karena Al Quran dan Hadist tidak dapat menjawab
selurub problematika dalam kehidupan maka dibtubkan ijma’ dan Qiyas yang dikemukakan oleh
para abli atau Ulama,dari zaman ke zaman tentu akan memiliki banyak perbedaan karena suatn
bukum akan diuknr dengan keadaan yang terjadi pada saat itumudab mudaban kita selaln
mendapatkan petunjuk sesuai dengan apa yang Allabh terima dan Allah Ridbai.
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PENDAHULUAN

Secara pembahasan terdapat ada dua terminologi yang perlu kami jelaskan
terlebih dahulu, yaitu qawaid dan fighiyah. Kata qawaid merupakan bentuk jama' dari
kata qaidah, dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan kata 'kaidah' yang berarti
aturan atau patokan, dalam tinjauan terminologi kaidah mempuyai beberapa arti. Dr.
Ahmad asy-Syafi'l menyatakan bahwa kaidah adalah: “hukun yang bersifat universal (kulli)

yang diikuti oleh satuan-satuan hukum juz'i yang banyak’

Sedangkan secara terminology adalah ilmu yang menerangkan hukum hukum
syara yang amaliyah ang diambil dari dalil-dalilnya yang tafsily dan diistinbatkan melalui
jjtihad yang memerlukan analisa dan perenungan”?

Dari uraian pengertian diatas baik mengenai qawaid maupun fighiyah maka yang
dimaksud dengan qawaid fighiyah adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam
Tajjudin as-Subki:

Lee LalSo) s 3058 Sl e oy o) JSI1 8Y)

Artinya: "Suatu perkara kulli yang bersesnaian dengan juziyabh yang yang banyak_yang dari
padanya diketabui hukum-bhukum juziyat itu’”

Diantara banyaknya Kaidah yang dikarang oleh para ulamakami hanya akan
memaparkan salah satunya yaitu pembahasan tentang muamalah,dengan teks kaidah
berikut:

s B s 0% oY) asg YT sial 3 oY

Artinya: “Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan,terkecuali ada dalil yang
mengharamkannya”

Dalam pembahasan ini penulis akan memfokuskan terhadap pembahasan
muamalah dalam hal jual beli halal dan haram,dan penerapan “Label Halal” yang
dilakukan oleh suatu kelompok di negara tertentu,kita akan bahas lebih rinci dari asal
suatu makanan menurut Al-Qur’an/Al-Hadis.

! Ahmad Muhammad Asy-Syafi’i, Ushul Figh Al-Islami (Iskandatiyah: Muassasah Tsaqafah Al-Jami’iyah, 1983),
4.

2 Hasbi As-Siddiqy, Pengantar Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 25.

3 Asjmuni A. Rahman, Qaidah-Qaidah Figh (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 11.
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MAKANAN YANG DIHARAMKAN
O.8. Al-Bagarab (1): 173-174
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, matkanlah di antara rexeki yang baik-baik yang
Rami berikan kepadamn dan bersynkurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya
kann menyembah. Sesunggubnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi
dan binatang yang (ketika disembelib) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam
keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampani
batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesunggnbnya Allah Maba Penganpun lagi Maha Penyayang.

Kalau pada kelompok ayat yang lalu Al-Qur’an menyeru kepada semua umat
manusia, maka di kelompok ayat ini ia menyeru orang-orang mukmin saja. Seolah
menyeru orang yang berada dalam pengaruh setan itu melelahkan, karenanya Al-
Qur’an berpaling, mengajak berbicara hanya kepada sekelompok orang beriman saja,
bukan semua orang. Di sini Al-Qur’an mengulang perintah memakan rezeki yang
thayyib tanpa menyebut kata halal. Asumsinya, tanpa disebut halal pun dengan
sendirinya orang mukmin akan mengambil hanya yang halal saja. Artinya, kata halal
sudah tercakup dalam kata thayyibat.

Kendati redaksi ayat ini berbunyi “makanlah!” tetapi para ahli tafsir menjelaskan
dengan arti lebih luas, tidak hanya memakan, tetapi meliputi memperoleh dan
mengharuskan rezeki yang thayyib sekaligus halal. Tidak boleh lupa bahwa rezeki
thayyib yang di tangan mereka adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah atau

sebagaimana dinyatakan pada ayat 172 sebagai ma razagnakum (35 G). Oleh katrena itu

orang mukmin diingatkan agar bersyukur atas rezeki yang “Kami rezekikan kepada
kalian.” Biasanya rasa syukur diekspresikan dengan ucapan hamdalah. Bagi orang yang
menerima sedikit rezeki, bacaan hamdalah cukup memadai.

Namun demikian, orang yang diberi rezeki melimpah mengekspresikan nikmat
hanya dengan bacaan hamdalah adalah terlalu naif dan hanya latah ikut-ikutan.
Sebenarnya perintah dalam ayat lain “Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah (di
jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang
Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” [Al-Baqarah (2): 267] mengandung maksud
agar orang mukmin bersyukur atas rezeki yang diterima berupa infak.

Di Al Quran atau Hadist Ada beberapa makanan yang dihalalkan setidaknya ada
7 makanan yang diharamkan: (1) Bangkai dan babi, (2) Hewan yang disembelih tidak
atas nama Allah, (3) Hewan yangn makan kotoran, (4) Khamr, (5) Hewan Yang
Bertaring dan (6) Burung Berkuku Tajam
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MAKANAN YANG DIHALALKAN

O.8 Al-An’am (6): 145
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Artinya: Katakanlah: ‘Lidaklah aku peroleh dalam wabyn yang diy/d@/;ﬁédﬂ kepadak,
sesuatu yang diharambkan bagi orang yang hendak memakannya, kecnali kalau makanan itu
bangkai, atan darah yang mengalir atan daging babi -karena sesunggubnya semma itu kotor atau
binatang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia
tidak  menginginkannya dan tidak (pula) melampani batas, maka sesunggubnya Rabbmu
Mahapengampun lagi Mahapenyayang.”

Allah berfirman, memerintahkan kepada hamba dan Rasul-Nya, Muhammad: g/
(katakanlah) Wahai Muhammad, kepada orang-orang yang mengharamkan apa yang
telah diberikan Allah kepada mereka, dengan membuat kedustaan terhadap Allah: /aa
ajidu fii maa unbiya ilayya mubarraman ‘alaa thaa’imiy yath'amu-Hu artinya: “tidaklah aku
peroleh dalam wahyu yang dizvahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang
yang hendak memakannya”, yaitu orang yang ingin memakannya. Ada yang
mengatakan, maksudnya, aku tidak menemukan sesuatu pun dari apa yang kalian
haramkan kecuali ini (bangkai, darah yang mengalir, dan daging babi).

Dan ada juga yang mengatakan, ayat itu berarti, aku tidak mendapatkan sesuatu
pun dari berbagai hewan yang haram kecuali ini. Berdasarkan hal tersebut, segala
sesuatu yang haram yang disebutkan dalam surat al-Maa-idah dan dalam beberapa
hadits telah tercabut (terhapus) berdasarkan pengertian ayat ini. Di antara ulama ada
yang menyebutnya nasakh, tetapi mayoritas ulama muta’akhkhirin tidak menyebutnya
sebagai nasakh, karena ia termasuk pencabutan hukum yang tadinya mubah.

Mengenai firman-Nya: au damanm masfunhan artinya: “atau darah yang mengalir.”
Al-Aufi mengatakan dari Ibnu ‘Abbas yaitu “darah yang dialirkan.” Tkrimah berkata:
“kalau bukan karena ayat ini niscaya orang-orang akan mencari apa yang ada pada urat-urat,
sebagaimana yang dilaknkan oleh orang-orang Yabud:i”” Hamad mengatakan dari ‘Imran bin
Jarir, ia berkata: “aku pernah menanyakan kepada Abu Mijlaz mengenai masalah darah
termasuk darah yang berlumuran pada kepala hewan sembelihan serta kuali yang di dalamnya
terlihat merah karena darah, maka dia pun menjawab, ‘Babwa Allah hanya melarang darah yang
mengalir.”’

Sedangkan Qatadah berkata: “darah yang dibaramkan adalah darab yang mengalir,
sedangkan darah yang bercampur dengan daging, maka yang demikian itu tidak haram.”

Ibnu Jarir berkata, al-Mutsanna menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Minhaj
menceritakan kepada kami, Hamad bin Yahya bin Sa’id menceritakan kepada kami,
dari al-Qasim, dari ‘Aisyah ra. bahwa beliau berpendapat, daging hewan buas itu
dilarang (haram), demikian halnya dengan warna merah dan darah yang terdapat di
dalam kuali. Kemudian ‘Aisyah membacakan ayat ini. (Hadits ini shahih gharib).
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Al-Humaidi berkata, Sufyan menceritakan kepada kami, ‘Amr bin Dinar
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku pernah bertanya kepada Jabir bin
‘Abdillah, ‘Orang-orang berpendapat, bahwa Rasulullah telah melarang daging keledai
piaraan pada peristiwa Khaibar.” Dia menjawab: "Hal itu telah dikemukakan oleh al-
Hakam bin "Amr dari Rasulullah saw. namun Ibnu’Abbas menolak hal tersebut seraya
membacakan: Qu/ laa ajidn fii maa unbhiya ilayya mubarraman ‘alaa thaa'imiy yath'amu-Hu
artinya: “katakanlah tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang dizvabyukan kepadakn sesuatn
yang dibaramkan bagi orang yang hendak memakannya.”

Demikian pula yang diriwayatkan al-Bukhari, Abu Dawud, dan juga al-Hakim
dalam kitabnya al-Mustadrak, dan juga terdapat dalam Shahih al-Bukhari, sebagaimana
pendapat saya.

Dari Ibnu “Abbas, bahwa dia berkata: “Domba milik Saudah binti Zam’ah mati,
lalu Saudah berkata: "Ya Rasulullah, telah mati si fulanah,- yang dimaksudkannya
adalah domba.’

Maka beliau pun bertanya: "Mengapa engkau tidak mengambil kulitnya?” ‘Apakah
kami boleh mengambil kulit domba yang telah mati?’ tanya Saudah. Lalu Rasulullah
bersabda kepadanya, "Sesungguhnya Allah ‘ hanya berfirman: Qu/ laa ajidu fii maa unbiya
tlayya muharraman ‘alaa thaa'imiy yath amuHu illaa ay yakunna maitatan au daman masfunban
an labma khinziirin, artinya: “katakaniah: Tidaklah aku peroleh dalam wabyn yang dizvahynkan
kepadaku sesuatu yang dibaramkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalan makanan
itu bangkai atan darab yang mengalir atan daging babi.”

Dan (dengan mengambil kulitnya tersebut) kalian tidaklah (dianggap)
memakannya, (maka) hendaklah kalian menyamak kulitnya sehingga kalian dapat
memanfaatkannya.” Setelah itu ia mengutus utusan untuk mengambilnya, kemudian dia
menguliti kulit domba itu dan menyamaknya dan darinya dibuat girbah (tempat
air/susu dari kulit) dan dimanfaatkannya sampai rusak.” (Hadits ini diriwayatkan Imam
al-Bukhari dan an-Nasa’i).

Firman-Nya: fa manidlturra ghaira baaghin walaa ‘aadin fa inna rabbaka ghafunrur
rabiim, artinya: “barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkan dan
tidak  (pula)  melampani  batas, maka  sesunggubnya  Rabbmu  Mahapengampun  lagi
Mabapenyayang.”

Tafsir ayat ini telah dikemukakan pada pembahasan surat Al-Bagarah. Maksud
dan sasaran ayat di atas adalah bantahan terhadap orang-orang musyrik yang telah
mengada-ada suatu hat yang baru, dengan pemikiran mereka yang rusak (tidak benar)
mereka mengharamkan babiirah, saa-ibah, washiilah, haam, dan yang semisalnya.
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Kemudian Allah, memerintahkan Rasulullah untuk memberitahu mereka bahwa
beliau tidak pernah memperoleh wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau yang
menunjukkan bahwa hal itu haram, melainkan Allah hanya mengharamkan bangkali,
darah yang mengalir, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan tidak
menyebut nama Allah, dan yang selain daripada itu Allah tidak pernah
mengharamkannya. Yang mana hal itu merupakan suatu pemaafan yang didiamkan.
Lalu bagaimana bisa, kalian wahai orang-orang musyrik, mengatakan bahwa ia haram,
dan atas dasar apa kalian mengharamkannya padahal Allah tidak mengharamkannya?

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya tidak ada lagi pengharaman
terhadap hal yang lain, sebagaimana pendapat yang masyhur di antara madzhab-
madzhab para ulama yang melarang memakan daging keledai piaraan, daging binatang
buas, dan semua burung yang berkuku tajam.*

HUKUM JUAL BELI MAKANAN DALAM ISLAM
Pengertian [nal Beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut ba’i yang secara bahasa adalah tukar menukar,
>sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan
cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara’® atau menukarkan
barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik
dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak. "Hukum
melakukan jual beli adalah boleh (jls=) atau (), sesuai dengan firman Allah dalam QS.

Al-Baqarah (2): 275:

LA oy el 1 STy

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dan hadist Nabi yang
berasal dari Rufa’ah bin Rafi’ menurut riwayat al- Bazar yang disahkan oleh al-Hakim:

Jjﬂ@ﬁo@&)\&&JGQTM\éthﬂ&jw&\w&\di

Artinya: Sesunggubnya Nabi Mubammad Saw, pernah ditanya tentang usaba apa yang
paling baik; nabi berkata: “Usaba seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur”.

Hikmah diperbolehkannya jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan
dalam bermu’amalah.?

4 Tafsir Ibnu Katsir.

5 Imam Ahmad bin Husain, Fathu al-Qorib al-Mujib (Surabaya: al-Hidayah, t.t), 30.

¢ Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh (Jakarta: Kencana, 2003), 193.

7 Ibnu Mas’ud & Zainal Abidin, Figib Madzhab Syafi’i (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 22.
8 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh (Jakarta: Kencana, 2003), 193-194.
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Ruknn Jnal Beli
1. Adanya ‘aqgid (%\e) yaitu penjual dan pembeli.
2. Adanya ma’qud ‘alaih (4le 54ixs) yaitu adanya harta (uang) dan barang yang dijual.

3. Adanya sighat (i) yaitu adanya ijab dan qobul. Ijab adalah penyerahan penjual
kepada pembeli sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak pembeli.”

Syarat Jnal Beli
1. Syarat bagi («ls) orang yang melakukan akad antara lain:10

Pertama, Baligh (berakal), Allah Swt berfirman:

G 50 8 Jax 2806 slgand 135503

Artinya: “Dan janganlab kamn berikan hartamu itn kepada orang yang bodoh (belun:
sempurna akalnya) harta (mereka yang ada dalam keknasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai
pokok kehidupan.” Q.S. An-Nisa (4): 5.

Ayat diatas menunjukkan bahwa orang yang bukan ahli tasaruf tidak boleh
melakukan jual beli dan melakukan akad (ijab qabul). Kedua, Beragama islam, hal ini
betlaku untuk pembeli (kitab suci al-Qut’an/budak muslim) bukan penjual, hal ini
dijadikan syarat karena dihawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir,
maka mereka akan merendahkan atau menghina islam dan kaum muslimin.!’ Dan
ketiga, tidak dipaksa.

2. Syarat (sl 54ixs) barang yang diperjualbelikan antara lain:

Pertama, Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najs,
seperti anjing, babi dan lain-lain. Kedna, Bermanfaat. Ke#iga, dapat diserahkan secara
cepat atau lambat. Keempat, Milik sendiri. Dan kelima, diketahui (dilihat). Barang
yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Dalam
sebuah hadist disebutkan bahwa jual beli ada tiga macam yaitu: (1) Menjual barang
yang bisa dilihat: Hukumnya boleh/sah jika barang yang dijual suci, bermanfaat dan
memenuhi rukun jual beli, (2) Menjual barang yang disifati (memesan barang):
Hukumnya boleh/sah jika barang yang dijual sesuai dengan sifatnya (sesuai promo),
dan (3) Menjual barang yang tidak kelihatan: Hukumnya tidak boleh/tidak sah.
Boleh/sah  menjual  sesuatu yang suci dan bermanfaat dan tidak
diperbolehkan/tidak sah menjual sesuatu yang najis dan tidak bermanfaat.!2

9 Imam Abi Zakaria al-Anshati, Fathu al-Wabab (Surabaya: al-Hidayah, t.t), 157.

10 ITmam Abi Zakatia al-Anshari, Fathu al-Wahab (Surabaya: al-Hidayah, t.t), 158.

'bnu Mas ud & Zainal Abidin, Figih Madzhab Syafi'i Bandung: Pustaka Setia, 2007), 28.
12 Imam Ahmad bin Husain, Fathu al-Qorib al-Mujib (Surabaya: al-Hidayah, t.t), 30.
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SEJARAH DAN FUNGSI MAJELIS UALAMA MUI) DALAM
MENGELOLA SERTIFIKASTI HALAL
Sejarah Berdirinya Mayelis Ulama Indonesi (MUI)

Majelis Ulama Indonesia awal terbentuknya dari gerakan ulama-ulama aceh pada
tahun lima puluhan, ketika sebagian ulama Aeceh terlibat dalam gerakan protes kepada
pemerintahan pusat, maka sebagian ulama Aceh lainnya menyadari pentingnya
persatuan antara ulama-ulama sebagaimana yang terjadi pada masa-masa sebelumnya,
maka pada tahun 1965 terbentuklah sebuah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
Daerah Istimewa Aceh.!3

Organisasi ulama ini kemudian memberi impirasi pada pemerintah pusat agar
membentuk organisasi ulama secara nasional di seluruh Indonesia. Akhirnya Majelis
Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, atau pada tanggal 26 Juli
1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama,
cendekiawan dan zu’ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.14

Antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di
Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat
pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math’laul
Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani
Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh cendikiawan yang merupakan
tokoh perorangan.

Dari musyawarah yang diadakan tersebut, dapat dihasilkan sebuah kesepakatan
untuk membentuk suatu wadah atau tempat bermusyawarahnya para ulama. Majelis
Pemusyawaratan Ulama (MPU) Daerah Aceh kemudian menyesuaikan diri. Disadari
atau tidak, peran dan eksistensi Ulama Aceh juga semangkin tercipta untuk
kepentingan pemerinta RI. Selanjutnya adanya pergeseran peran dan independensi
ulama Aceh berjalan seiring dengan hegemoni yang dicapai oleh pemerintah Indonesia
pada masa Orde Baru.

Oleh karenanya ketika Orde Baru ditumbangkan oleh gerakan mahasiswa mulai
pada tahun 1997 ditandai dengan lengsernya Socharto 21 Mei 1998 dari kursi
kepresidenan RI serta memasuki Era Reformasi, peran dan dan independensi Ulama
Aceh di gugat dan dipertanyakan. Ulama terkesan “diam” atau sengaja ‘“diabaikan”,
sechingga dituduh tidak proaktif terhadap perkembangan dan aspirasi masyarakat
Aceh.!>

13 Sti Suyanta, Dinamika Peran Ulama Aceh (Banda Aceh: A-Raniry Press: 2008), 10.
14 Budi Handrianto, 50 Tokob Isiam Liberal Indonesia (Jakarta: Hujjah Press: 2007), 21.
15 Sti Suyanta, Dinamika Peran Ulama Aceh (Banda Aceh: A-Raniry Press: 2008), 11.
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Sertifikasi Halal Sebagai Salah satu Fungsi Majelis Ulama Indonesia (MUI)

LP-POM MUI merupakan lembaga pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan
Kosmetika atau lebih dikenal sebagai LP-POM MUI. Lembaga ini didirikan berfungsi
sebagai bagian dari upaya untuk memberikan ketenteraman batin umat, mengenai
kehalalan produk yang ada di masyarakat, terutama dalam mengkonsumsi pangan,
obat-obatan dan kosmetik. Hal ini sangat diperlukan, mengingt umat Islam
diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yanghalaldan dilarang menggunakan atau
memakan makanan yang haram.

LP-POM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 dan telah memberikan
peranannya dalam menjaga kehalalan produk-produk yang beredar di masyarakat. Pada
awal-awal tahun kelahirannya, LP-POM MUI berulang kali mengadakan seminar,
diskusi-diskusi dengan para pakar, termasuk pakar ilmu Syari’ah, dan kunjungan-
kunjungan yang bersifat studi banding serta muzakarah. Hal ini dilakukan untuk
mempersiapkan diri dalam menentukan standar kehalalan dan prosedur pemeriksaan,
sesual dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kaidah agama. Pada awal tahun
1994, barulah LP-POM MUI mengeluarkan sertifikat halal pertama yang sangat
didambakan oleh konsumen maupun produsen, dan sekarang dapat dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat.!¢

Selain itu, MUI selalu mengadakan kongres tahunan umat Islam. Kali ini,
pelaksanaan Kongres Umat Islam Indonesia V ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti
hasil-hasil keputusan yang telah ditetapkan dalam Kongres Umat Islam Indonesia IV
2005. Kongres mengambil tema utama “Peneguhan Ukhuwwah Islamiyah untuk
Indonesia yang Bermartabat.” Ukhuwwah Islamiyah dalam konteks kemajemukan
adalah syarat mutlak untuk mewujudkan kepemimpinan yang efektif dan bermakna
guna mewujudkan kesejahteraan bangsa.l’

Kongres Umat Islam Indonesia diharapkan menjadi wahana efektif untuk
menghimpun kekuatan umat yang terserak, mendiskusikan gagasan dan pemikiran dari
berbagai elemen umat Islam guna merumuskan langkah strategis bagi revitalisasi peran
Umat Islam. Kongres Umat Islam akan dapat mendorong terjadinya kesepahaman
serta membuat rancang bangun perumusan strategis kebudayaan umat Islam Indonesia
yang bermartabat dan saling menguatkan.!8

16 C.S.T Kansil, Pengantar Limn Hukum dan tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 44.
7 C.S.T Kansil, Pengantar Limn Hukum dan tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 44.
18 C.S.T Kansil, Pengantar Iimn Hukum dan tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 44-45.
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PROBLEMATIKA PENGGUNAAN LABEL HARAM DI INDONESIA

Sesuai dengan kaidah figih yang telah penulis cantumkan diatas bahwasannya
“Segala hal munamalah pada dasarnya adalah halal,kecuali ada dalil yang mengharamkannya”
Asumsi kaidah ini lebih relevan jika digunakan di suatu wilayah atau negara yang
penduduknya mayoritas muslim karena di wilayah yang mayoritas muslim ber asumsi
semua makanan adalah halal karena di dalam Al-Qur’an maupun hadist hanya terdapat
makanan yang diharamkan atau yang dilarang selain itu maka hukumnya halal tetapi
kaidah di atas tidak berlaku bagi penduduk muslim di suatu wilayah yang jumlahnya
minoritas,karena makanan yang berada di wilayah yang mayoritasnya non muslim akan
lebih banyak makanan yang haram dibandingkan yang halal,oleh karena itu kaidah yang
harus digunakan oleh ummat muslim yang berada di wilayah yang mayoritasnya non
muslim adalah,” Semua makanan halal kecuali ada sertifikat yang halal pada kemasan
makanan tersebut yang telah di sertifikasi oleh Lembaga muslim setempat”

Karena suatu hukum itu akan berubah sesuai dengan permaslahan yang ada di
lingkungan tersebut,dalam suatu kaidah disebutkan.

Artinya: “Hukum itn berputar bersama illatnya dalam mewujudkan dan  meniadakan
hukum”

Dari sini bisa diambil suatu kesimpulan bahwa,penggunaan label halal di
Indonesia kurang relevan,karena di Indonesia mayoritas penduduknya adalah muslim ,
semua makanan relative halal maka yang dibutuhkan adalah sertifikasi
haram,sedangkan jika ummat muslim di suatu wilayah yang jumlahnya minoritas,harus
berasumsi semua makanan haram sehingga yang dibutuhkan adalah sertifikasi haram
karena makanan yang ada di suatu wilayah mayoritas non muslim akan relative haram
bagi orang muslim,maka sebagai ke hati hatian dalam memilih makanan dibutuhkan
sertifikasi halal.
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KESIMPULAN
Di dalam islam bahwa segala sesuatu telah diatur dan ditentukan, dalam inadah maupun

muamalah,semua tergantung bagaimana seorang muslim menyikapi suatu permasalahan

tersebut,di dalam islam jelas mana yang halal dan mana yang haram sdi dalam Al Quran

disebutkan

Getiradl E2Y B Bp L ,hasYs 280 s o \};;ﬁ ¥ 1siaT 2l 1gd

1¢
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganiab kamu baramkan apa-apa yang baik yang
telah Allah halalkan bagi kamn, dan janganiah kamu melampani batas. Sesunggubnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang melampani batas”. Q.S. Al-Maidah (5): 87.
Sehingga suatu permasalahan di dalam hal muamalah,makanan atau jual beli jelas
bagimana hukumnya
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